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 Penelitian ini ibertujuan untuk menguji ipengaruh iimplementasi good governance, 

kompetensi aparatur, idan sistem ipengendalian-intern pemerintah terhadap kualitas 

laporan ikeuangan Pemerintah iDaerah Kota Surabaya. iMetode penelitian yang digunakan 

adalah kuantitatif. Obyek penelitian ini adalah semua Organisasi iPerangkat Daerah (OPD) 

yang berbentuk dinas dani badan Pemerintah iDaerah Kota Surabaya. Populasi penelitian 

meliputi 207 aparatur dinas dan badan yang terlibat dalam bidang pengelolaan ikeuangan 

di Pemerintahi Daerah Kota iSurabaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan imetode 

simple irandom sampling. Pengumpulan data diadakan imelalui sebar ikuisioner, 

sedangkan teknik ianalisis data imenggunakan iSEM PLS dengan perangkat lunak 

iSmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi good governance, 

kompetensi aparat dan sistem pengendalian intern pemerintah imemiliki ikontribusi 

iterhadap ikualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. iHal ini 

menunjukkan isemakin iimplementasi good governance, ikompetensi iaparatur dan sistem 

pengendalian intern pemerintah maka kualitas ilaporan keuangan pemerintah daerah iKota 

Surabaya akan isemakin imeningkat. 
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This istudy aims to examine ithe effect of the implementation of good governance, 

competence of the apparatus, iand the government's internal control system oni the quality 

of the Surabaya City iGovernment's financial reports. The research method used is 

quantitative. The object of this iresearch is all Regional Apparatus Organizations i (OPD) 

in the form of services iand agencies of the Surabaya City iGovernment. iThe research 

population includes 207 government iofficials and agencies involved in financial 

management in the Surabaya City Government. The samplingi technique used is simple 

random sampling method. Data collection was carried out by idistributing questionnaires, 

while the idata analysis technique used SEM PLS with SmartPLS software. The results ofi 

this study indicatei that the implementation of good governance, the icompetence of the 

apparatus and the government's internal control system have contributed to the quality of 

the financial reportsi of the Surabaya City Government. This shows that the higher ithe 

implementation of good governance, the competence of thei apparatus and the 

government's internal control system, the iquality of the ifinancial reports of the Surabaya 

iCity igovernment iwill increase. 
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Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

 

PENDAHULUAN  

Dewasa ini, pembangunan sektor publik di Indonesia dicapai melalui akuntabilitas publik 

lembaga sektor publik (Rahmawati, 2017). Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan informasi 

tentang kinerja keuangan pemerintah dan kinerja pegawainya. Hal ini sejalan dengan keinginan 

masyarakat kepada pemerintah untuk menjamin transparansi informasi dan mencegah penyimpangan. 

Transparansi dan akuntabilitas berjalan seiring dengan bagaimana pemerintah menghasilkan laporan 

berkualitas tinggi. Pelaporan keuangan menjadi titik fokus untuk mengevaluasi pengelolaan sistem 

pemerintahan. Kualitas pelaporan keuangan selalu menjadi perhatian dalam perkembangan sistem 

pemerintahan. Praktik pelaporan keuangan yang diatur mengharuskan pemerintah untuk menyiapkan 

laporan keuangan yang berisi informasi berkualitas tinggi yang tersedia untuk publik. 

Penyusunan laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja 

anggaran pemerintah (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Hasil laporan yang disusun 

oleh pemerintah daerah dapat dijadikan dasar bagi pelapor keuangan untuk mengambil keputusan (Vifo, 

2019). Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Dalam 
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paragraf 35 tentang SAP, termasuk laporan keuangan pemerintah, yang memuat laporan keuangan 

dengan empat karakteristik: relevansi, komparabilitas, dan aksesibilitas.. 

 

 
Gambar 1. Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya 

Sumber: (jatim.bpk.go.id, 2020) 

 

Seperti yang ditunjukkan, Kota Surabaya mendapat peringkat sangat wajar (WDP) pada tahun 

2011, menurut ulasan BPK atas laporan keuangan terbaru pemerintah Kota Surabaya di situs resmi BPK 

Jawa Timur. Sementara itu, pada tahun 2012, Kota Surabaya menerima laporan WTP-DPP yang 

menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan di Surabaya telah membaik. Pada awal tahun 2015, 

Kota Surabaya mendapatkan penilaian ketidaksesuaian (WTP). Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

kualitas pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah di Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 

2011 hingga 2020. 

Dalam praktiknya, meskipun Kota Surabaya telah terdaftar sebagai WTP selama sembilan tahun 

berturut-turut, BPK masih menghadapi kesulitan dalam mengelola pelaporan keuangan 

(jatim.bpk.go.id, 2021). Adanya permasalahan tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas 

pelaporan keuangan pemerintah daerah di Surabaya. Sebagaimana dijelaskan dalam (Prayoga S., 2021), 

BPK mengidentifikasi masalah yang mempengaruhi sistem pelaporan keuangan yang dapat 

menyebabkan potensi kerugian. 

Hasil WTP yang dicapai Kota Surabaya secara intrinsik terkait dengan beberapa faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya manusia, 

pengendalian internal, akuntansi dan faktor lainnya (Pone, 2018). Penggunaan sistem pengendalian 

internal, kebijakan dan sistem pemerintah yang baik merupakan faktor yang meningkatkan 

pengendalian pelaporan keuangan untuk mencapai kualitas pelaporan keuangan. 

Tata pemerintahan yang baik adalah harapan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah di 

sektor publik memerlukan sistem tata kelola yang baik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang 

baik. Keberhasilan penerapan tata kelola yang baik dapat didasarkan pada beberapa faktor, yaitu adanya 

transparansi dalam pengelolaan keuangan. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat 

meningkatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada(Anggreni & Asri 

Dwija Putri, 2018). 

Keseriusan Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan good governance tidak terlepas dari 

kapasitas kelembagaan. Otoritas publik harus memiliki tingkat kompetensi yang tinggi dan tingkat 

pengetahuan dan keterampilan yang tinggi. Juga dapat menentukan apakah penyajian laporan 

keuangannya sudah akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lembaga yang berkompeten 

tinggi memainkan peran penting dalam penyusunan laporan keuangan, karena mereka harus 

memastikan bahwa laporan keuangan yang diberikan mengandung informasi yang berkualitas tinggi. 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memberikan keyakinan bahwa proses 

pengelolaan anggaran dapat efektif dan efisien, terutama dalam hal menghasilkan laporan keuangan 

yang andal. Dengan diterapkannya sistem pengendalian internal, pemerintah menciptakan aktivitas 

ketidakpatuhan, yang meningkatkan objektivitas informasi, mencegah inkonsistensi dan 

menyederhanakan proses pelaporan keuangan(Lumongga, 2017). 
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METODE PENELITIAN 

Dengan menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini mensurvei 207 pengelola dan lembaga 

keuangan di Surabaya, yang terdiri dari 18 lembaga dan 6 lembaga. Lembaga dan dinas daerah dipilih 

sebagai wakil lembaga daerah karena lembaga dan dinas daerah merupakan unsur pelaksana dan 

penunjang penyelenggaraan lembaga daerah, serta memiliki prinsip otonomi daerah dan pengelolaan 

bersama. Metode pengambilan sampel menggunakan sampel acak sederhana menurut rumus Slovenia 

dengan jumlah sampel 67 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui diseminasi. Teknologi 

analisis SEM-PLS dengan SmartPLS 3.0. perangkat lunak.  

 

Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan variabel kompetensi, kualitas pelaporan keuangan pemerintah 

daerah dan tiga variabel yaitu: penerapan good governance dan sistem pengendalian intern lembaga dan 

pemerintah. 

 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) 

Indikator pelaporan keuangan pemerintah daerah diukur terhadap empat indikator dalam SAP 

paragraf 35: Relevan, Andal, Sebanding, dan Kompeten. Alat Kualitas Pelaporan Keuangan Kota 

diukur menurut penelitian (Ansar, 2018) di mana 10 pertanyaan dirumuskan. 

 

Implementasi good governance (X1) 

Indikator good governance diukur dengan menggunakan sembilan indikator (UNDP, 1977), 

yaitu: partisipasi, transparansi, kepastian hukum, akuntabilitas, fokus pada kesepakatan, keadilan, 

efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Menurut (Rusdiana, 2020) dan (Ikhsan, 2018), alat-

alat berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik diukur dan ditambahkan 17 pertanyaan tambahan.  

 

Kompetensi aparatur (X2) 

Indikator kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan 5 

indikator(Pratama, 2018), yaitu: pengetahuan dan pelatihan, keterampilan, sikap (pengendalian sumber 

daya manusia), pemahaman peraturan dan standar, dan interaksi dengan sistem. Alat ukur instrumental 

ini berdasarkan penelitian (Pavitasari, 2018)dan Pone (Pone, 2018), dengan total 16 soal yang 

dikembangkan. 

 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) 

Indikator sistem pengendalian intern diukur dengan lima indikator yaitu lingkungan 

pengendalian, pengaruh, pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengendalian intern sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Alat Ukur Sistem Pengendalian Intern 

didasarkan pada survei 16 pertanyaan oleh (Amarini, 2018). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis 

Hubungan antar 

variabel 

Original 

sampel (O) 

T-Statistics P-Values Hasil 

Implementasi 

good governance 

(X1) Kualitas 

LKPD (Y) 

0.293 1.784 0.038 H1 diterima 

Komptetensi 

aparatur (X2)  

Kualitas LKPD 

(Y) 

0.295 2.020 0.022 H2 diterima 

Sistem 

pengendalian 

intern pemerintah 

0.341 3.380 0.000 H3 diterima 
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Hubungan antar 

variabel 

Original 

sampel (O) 

T-Statistics P-Values Hasil 

(X3)  Kualitas 

LKPD (Y) 

Sumber: hasil analisis SEM-PLS 

 

Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan  

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan good governance berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Surabaya. Hal ini terlihat dari p-

value 0,038 < 0,05 yang menunjukkan penerimaan H1. Semakin baik dan semakin konsisten penerapan 

good governance, semakin tinggi kualitas pelaporan keuangan kota. Oleh karena itu, sangat penting 

bagi pemerintah daerah Surabaya untuk menerapkan tata kelola yang baik untuk meningkatkan kualitas 

pelaporan keuangan. 

OPD Kota Surabaya menerapkan good governance sesuai dengan prinsip-prinsip good 

governance yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, orientasi kepastian hukum, 

imparsialitas, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, strategic foresight. Ini berkontribusi pada 

kemajuan sosial dan kemakmuran keuangan publik. Dalam pengelolaan keuangan publik, penerapan 

prinsip-prinsip tata kelola yang baik tidak terlepas dari transparansi dan akuntabilitas sebagai pedoman 

untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini mendukung temuan 

sebelumnya oleh Swastika & (Swastika & Sari Widhiyani, 2020)bahwa good governance berpengaruh 

terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Kabupaten Jembrana. (Philadhelphia et al., 2020) 

penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berdampak pada kualitas pelaporan 

keuangan di pemerintah Kabupaten Klatten, semakin mendukung temuan penelitian ini. 

 

Pengaruh-Kompetensi-Aparatur-Terhadap-Kualitas-Laporan-Keuangan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan peralatan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Surabaya yang ditunjukkan dengan nilai p-

value 0,022 < 0,05 yang menunjukkan penerimaan H2. Semakin tinggi kapasitas kelembagaan, semakin 

tinggi kualitas pelaporan keuangan kota. Perangkat dengan keterampilan SDM yang baik memainkan 

peran yang sangat penting dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi karena menerapkan 

logika akuntansi dengan benar dan akurat. Individu yang kompeten juga menggunakan pengetahuannya 

untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, menggunakan keterampilannya 

untuk melakukan tugasnya dengan benar dan akurat, menghindari kesalahan dengan menerapkan 

prinsip akuntansi, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Temuan penelitian ini sejalan dengan 

temuan Putri (Putri, 2019) bahwa kapasitas lembaga berpengaruh positif terhadap kualitas sistem 

keuangan daerah pemerintah Bandung Barat. Ahmad dkk. (Ahmad et al., 2020) mendukung temuan 

penelitian ini dan menunjukkan bahwa kapabilitas lembaga dan sistem pengendalian internal memiliki 

dampak positif dan signifikan secara langsung dan tidak langsung terhadap kualitas penelitian. Namun 

studi dan penelitian ini  menyimpulkan bahwa kapasitas instansi pemerintah daerah tidak 

mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan Kota Kendari. 

 

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Surabaya. Hal ini terlihat dari nilai p-value 

0,000 < 0,05 yang menunjukkan penerimaan H3. Semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah 

maka semakin baik pula kualitas pelaporan keuangan daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah 

yang baik meliputi lima aspek utama: lingkungan pengendalian, risiko, aktivitas, informasi dan 

komunikasi, dan pengawasan pengendalian intern. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian 

Hia et al. (Hia et al., 2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kota Sinhas. Artinya, selain memperbaiki sistem 

pengendalian intern pemerintah, juga memperbaiki sistem pengendalian intern pemerintah. Tambahkan 

akun tahunan. 
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KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian in yaitu implementasi good governance memberikan 

kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Artinya semakin baik 

dan konsisten implementasi good governance, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota 

Surabaya akan semakin meningkat. Kompetensi aparatur memberikan kontribusi terhadap kualitas 

laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kompetensi 

aparatur, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya akan semakin meningkat. 

Sistem pengendalian intern pemerintah memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Artinya jika sistem pengendalian intern pemerintah semakin baik, 

maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya akan meningkat. 
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